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ABSTRAK

Hak prerogatif Presiden Republik Indonesia sejatinya adalah hak khusus
yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Namun pada prakteknya, lembaga
yudikatif dapat melakukan intervensi secara tidak langsung kepada sesuatu yang
merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dimana Presiden dalam hal memberikan
grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana haruslah dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian lembaga legislatif juga dapat
melakukan intervensi terhadap sesuatu yang merupakan hak prerogatif presiden,
yaitu dalam hal mengangkat Kapolri dan Panglima TNI. Kemudian
pertanggungjawaban yuridis Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Belum ada peraturan yang secara
spesifik mengatur sampai sejauh mana Presiden harus bertanggung-jawab secara
hukum atas tindakannya, terlebih yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat dicampuri oleh
lembaga negara lain, dimana hak-hak prerogatif tersebut haruslah disertai dengan
pertanggungjawaban hukum yang jelas, sehingga meminimalisir penyalahgunaan
hak prerogatif oleh Presiden.



KATA PENGANTAR
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam sebuah negara
hukum maka tonggak pemerintahan Negara dipimpin oleh hukum. Beberapa ciri-
ciri Negara hukum diantaranya adalah, adanya jaminan terhadap hak warga negara
yang diatur di dalam hukum dasar sebuah Negara. Indonesia sebagai Negara
hukum, berpegang teguh pada hukum dasar kita yakni Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan philosophie grondslag bangsa
Indonesia yakni Pancasila. Baik dalam dasar filosofi bangsa Indonesia maupun
hukum dasar Negara Indonesia diatur secara tegas hak-hak konstitusional warga
Negara Indonesia. Bahkan hak-hak konstitusional warga Negara diwujudkan untuk

mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.t

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu
organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini
dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tetapi
kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang
memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah "presiden™ terutama
dipergunakan untuk kepala negara suatu republik, baik dipilih secara langsung
melalui pemilu, maupun tak langsung. Bagir Manan dalam bukunya Lembaga
Kepresidenan mengutip pendapat Hamilton menyatakan bahwa hal yang paling
esensial dalam republik adalah pemerintah yang berasal dari rakyat banyak, bukan
dari suatu jumlah (kecil) yang tidak berarti atau dari kelas tertentu. Untuk
memenuhi Kriteria tersebut dipergunakan nama jabatan 'presiden’ yang berasal dari

kata praesidens — praesidere yang artinya 'memimpin’.?

Dalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, umumnya konstitusi digunakan
untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara, termasuk di
dalamnya adalah penyelenggaraan kekuasaan Presiden. Kekuasaan Presiden dalam

suatu negara sangat penting, sehingga kekuasaan Presiden harus diatur secara jelas

! Dian Kus Pratiwi, Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah (Jurnal Abdimas
Madani dan Lestari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).
2 Bagir Manan, Lembaga KePresidenan, (FH Ull Press, Yogyakarta, 2003).



di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Besar
tidaknya kekuasaan Presiden bergantung kepada kedudukan, tugas dan wewenang

yang diberikan konstitusi kepadanya.®

Salah satu upaya untuk menjaga kestabilan berjalannya roda pemerintahan
sebuah negara adalah dengan dilaksanakannya penegakan hukum yang disertai
dengan rasa keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dengan
penegakan keadilan itu maka hukum diharapkan akan menjadi sebuah aturan yang
benar-benar berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum tidak
lagi dapat disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena
itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang
harus dilaksanakan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan
hukum semestinya diarahkan energinya untuk mewujudkan nilai-nilai moral.
Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak
terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan
serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya, yang
ke semua itu akan terwujud dengan adanya suatu pemerintahan yang baik, bersih

dan berwibawa®.

Hak prerogatif secara sederhana dapat diartikan sebagai kekuasaan
istimewa yang dimiliki oleh seorang penguasa (presiden) tanpa dapat dicampuri
oleh lembaga lainnya. Thomas Jefferson menjelaskan bahwa, hak prerogatif adalah
kekuasaan yang langsung diberikan oleh Konstitusi (power granted him directly by
constitution).®> Hak prerogatif sejatinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945,
antara lain dalam hal menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); kemudian
mengangkat duta dan konsul (Pasal 13); lalu dalam hal memberikan grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat
(1)); dalam hal memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

3 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga KePresidenan Indonesia, (Bandung: Alumni,
2010).

4 satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishing,
2009).

5 Ananda B. Kusuma, “Undang-Undang Dasar 1945 Mengenal Hak Prerogatif (tanggapan
terhadap tulisan Prof Bagir Manan)”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-
1945-mengenal hakprerogatif, 16 Agustus 2000, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.


http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol380/uud-1945-mengenal

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 ayat (2)); kemudian membentuk
Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16); dan mengangkat dan memberhentikan
menteri (Bab V Pasal 17 ayat (2)). Namun sejatinya Undang-Undang Dasar 1945
tidak menyebutkan secara detail dan jelas mengenai hak prerogatif ini. Hak
prerogatif dipandang secara umum sebagai penggunaan hak-hak tertentu oleh
presiden secara mandiri, dimana hak tersebut berjalan tanpa adanya mekanisme

pengawasan dari lembaga apapun.

Dalam pelaksanaannya, hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden telah
menghadapi banyak pro dan kontra. Beberapa hal yang masih menjadi masalah
antara lain adalah kurangnya kejelasan mengenai pertanggungjawaban dan
mekanisme pelaksanaan daripada hak prerogatif tersebut. Bahkan dalam
ketatanegaraan Indonesia, istilah hak prerogatif presiden merupakan istilah yang
masih sering diperdebatkan. Hal tersebut dikarenakan istilah hak prerogatif sama
sekali tidak pernah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan
perundang-undangan di Indonesia lainnya, terutama yang mengatur tentang
ketatanegaraan Indonesia. Padahal sejatinya, hak-hak prerogatif Presiden seperti
pemilihan duta dan konsul, penyusunan kabinet dan pemilihan menteri, merupakan

hal-hal yang sangat substansial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu, timbul permasalahan lain mengenai definisi hak prerogatif Presiden
itu sendiri. Hak prerogatif sejatinya merupakan suatu kekuasaan istimewa yang
dimiliki oleh seorang penguasa (Presiden) tanpa dapat dicampuri oleh lembaga
lainnya. Namun pada prakteknya, dalam hal pembentukkan dan pembubaran
Kementerian Negara. Dalam bagian Pembentukkan Kementerian yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
dijelaskan secara umum bahwa Presiden memiliki hak untuk membentuk
Kementerian, tanpa pertimbangan dan persetujuan dari pihak manapun. Namun,
dalam bagian Pembubaran Kementerian, yang terdapat dalam Pasal 20 dan 21
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan
bahwa untuk membubarkan kementerian yang menangani urusan agama, hukum,
keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan penjabaran diatas, terlihat bahwa hak prerogatif dari Presiden dapat pula

diintervensi oleh badan legislatif.



Kemudian lembaga yudikatif dapat melakukan intervensi secara tidak
langsung kepada sesuatu yang merupakan hak prerogatif dari Presiden. Dimana
Presiden dalam hal memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana
haruslah dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal tersebut
diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
‘Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung.’

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka pertanggungjawaban hukum
dari Presiden menjadi sesuatu hal yang sangat penting, terutama berkaitan dengan
hak prerogatif yang dimilikinya, dimana Presiden memiliki hak yang tidak dapat
dicampuri oleh lembaga lainnya. Pertanggungjawaban tersebut menjadi lebih
penting apabila hal tersebut berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Seperti yang
pernah dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwasanya jabatan Presiden Republik
Indonesia adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham

kerakyatan. Karena itu, harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan.®

Setelah amandemen, pertanggungjawaban yuridis Presiden diatur dalam
Pasal 7A yang berbunyi ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Sedangkan Pasal 7B mengatur
mengenai mekanisme pemberhentian atau impeachment dari Presiden dan/atau

Wakil Presiden yang terbukti melakukan hal-hal tersebut.

Kutipan ‘pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan’ hanya merupakan pengkhususan dari kutipan ‘sungguh-
sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan/atau Undang-Undang
Dasar’ dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/Majelis
Permusyawaratan Rakyat/2002 tentang Perubahan Keempat atas Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Nomor II/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 tentang

® Supra Note. 2



Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, dan sama sekali tidak
menyinggung mengenai penyalahgunaan hak prerogatif Presiden. Persoalan
selanjutnya pun muncul akibat dari adanya pertanggungjawaban hukum dari
seorang Presiden di Indonesia. Belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur
sampai sejauh mana Presiden harus bertanggung-jawab secara hukum atas
tindakannya. Kemudian mengenai bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban
hukum Presiden tersebut, serta implikasi dari pertanggungjawaban tersebut,
keduanya juga belum diatur secara spesifik. Terlebih yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban hukum dari penggunaan hak prerogatif Presiden yang tidak
dapat dicampuri oleh lembaga negara lain, dimana hak-hak prerogatif tersebut
haruslah disertai dengan pertanggungjawaban hukum yang jelas, agar tidak
terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda satu sama lain, sehingga

meminimalisir penyalahgunaan hak prerogatif oleh Presiden.

1.2 Rumusan Masalah
Dengan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang
akan dikaji dalam pengajuan untuk skripsi ini, yaitu:
1. Bagaimana konsep kewenangan prerogatif Presiden Republik Indonesia
ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan
rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-

hal sebagai berikut:

1. Memahami mengenai konsep pertanggungjawaban Hak Prerogatif
Presiden Republik Indonesia terhadap kewenangan prerogatif yang

dimilikinya, .

1.4 Manfaat Penelitian



A. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan
ilmu pengetahuan hukum di masa yang akan datang. Hal tersebut
khususnya terkait dengan bidang keilmuan Hukum Tata Negara dan limu
Perundang-Undangan.

B. Aspek Praktis

Dari aspek praktis, diharapkan bahwa penelitian ini memberikan
gambaran secara umum mengenai hak prerogatif dari Presiden, begitu pula
dengan mekanisme pelaksanaannya dan pertanggungjawaban hukum nya.
Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta
wawasan penulis di bidang hukum khususnya bidang hukum Tata Negara
dan Ilmu Perundang-Undangan. Lebih luasnya, penulis berharap
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi

hukum, penegak hukum, serta masyarakat.

1.5  Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif
analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode
yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek
yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat
penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk

diambil kesimpulannya.

1.6 Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan di
mana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan



menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara

kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

Karena penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis
normatif, maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan’. Maka dari itu, penulis
berencana untuk menggunakan pendekatan inventarisasi hukum dan sinkronisasi
hukum. Metode tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber hukum primer
dan sekunder menggunakan buku-buku yang relevan dan sesuai dengan topik yang
akan diteliti. Metode ini juga digunakan dengan melihat sejumlah aturan

perundang-undangan nasional di Indonesia.

Kemudian pendekatan sinkronisasi hukum dilakukan dengan cara meneliti
baik secara vertikal maupun horizontal bagaimana peraturan perundang-undangan
tersebut berjalan di Indonesia. Sinkronisasi hukum secara vertikal dengan melihat
mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga
peraturan perundang-undangan di bawahnya yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sehubungan dengan
kewenangan Presiden, lebih spesifiknya mengenai hak prerogatif Presiden, dan
juga mengenai dasar hukum, batasan-batasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
hak prerogatif dari Presiden. Sedangkan sinkronisasi hukum secara horizontal
melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang setara tersebut berlaku di
Indonesia, yang mencakup mengenai pelaksanaan aturan-aturan yang ada tersebut
apakah terjadi tumpang tindih atau pertentangan antara satu aturan dengan yang

lainnya.

Kemudian metode pendekatan perbandingan atau komparasi hukum juga
penulis gunakan dalam penelitian ini. Metode komparasi hukum ini digunakan
untuk membandingkan penerapan hak prerogatif presiden di Indonesia dan negara
lain. Perbandingan tersebut membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan
dari hak prerogatif presiden di Indonesia negara lain, dilihat dari sejarah, penerapan,
dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

7 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).



1.7  Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan melalui studi
kepustakaan yang memuat prosedur yang dilakukan dengan melakukan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur yang
terkait dengan topik kewenangan Presiden, hak prerogatif Presiden, menentukan
batasan-batasan serta pertanggungjawabannya; serta melakukan pengkajian
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan
yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.8  Jenis Data dan Teknik Analisa

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis
data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif ini tidak menggunakan
perhitungan. Jenis data ini digunakan agar memperoleh pemahaman,
menggambarkan permasalahan, dan mengembangkan teori yang digunakan dalam
penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara
analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan
dipelajari sebagai sesuatu yang utuh®. Teknik analisis data yang digunakan untuk
menganalisa data adalah analisis kualitatif. Model analisis kualitatif yang
digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga
tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan

atau verifikasi.

1.9  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis akan
terbagi ke dalam lima bab, dimana antara bab satu dengan lainnya merupakan
kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

BAB I: Pendahuluan.
Bab ini memuat tentang pendahuluan yang rencananya akan meliputi latar
belakang, identifikasi masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan baik secara

teoritis dan secara praktis, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Ul Press, Jakarta, 2008).



BAB II: Teori-teori Mengenai Hak Prerogatif Presiden.
Dalam bab ini, penulis akan menelaah secara menyeluruh mengenai hak prerogatif.
Hal tersebut meliputi definisi hak prerogatif, sejarah hak prerogatif, dan penerapan
dari hak prerogatif di Indonesia serta di negara lain. Penulis juga menelaah
mengenai kekuasaan presiden dan juga teori-teori konstitusi untuk mendukung
teori-teori mengenai hak prerogatif.

BAB IlI: Teori-teori Mengenai Pertanggungjawaban Presiden.
Dalam bab ini, penulis akan menelaah secara filosofis mengenai definisi dari
tanggung jawab. Kemudian penulis juga akan menelaah mengenai peraturan-
peraturan mengenai pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, termasuk
mengenai bentuk-bentuk dari pertanggungjawaban presiden.

BAB IV: Analisis Mengenai Batasan dan Tanggung Jawab Kewenangan
Prerogatif Dari Presiden.
Dalam bab ini, penulis akan mengelaborasi hasil penelitian di Bab Il dan Bab IlI
yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan mazhab-mazhab hukum, terutama
hukum tata negara, sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.
Dalam bab ini, penulis akan memuat mengenai uraian kesimpulan yang berisi
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan
saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.
Disini jawaban penulis sudah berdasarkan dari hasil penelitian yang rasional dan

teruji bukan hanya sebatas hipotesis saja, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
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